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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kapupaten
Banyumas Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah _Tahun
Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pen;abara_n
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai

rincian lebih

lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah tahun anggaran 2008;
1.

Tambahan e

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1894 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
l;ge%c):r_ 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang Nomor 18

2‘:10[351;2? (Lembaran Negara Republik

Publik Indonesia Nomor 4048): ' f i ot i
r 21 Tahun 199

o 1 7 tentang B
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17.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang };%%%ngsgmri?gir?a
i ia Tahun '
baran Negara Republik Indongsna : :
SIl'-a:anr:lbaah.'an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

entang Perbendaharaan
-undang Nomor 1 Tahun 2004 te_n
er:ggg?f (Lembgran Negara Republik Indonesia Tahun 202’% Elso)r.nor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '

004 tentang Pembentukap
dang-undang Nomor 10 Tahun 2
lF"‘;.-‘ratt.lgan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe(rlr_\ee;l;saargz
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negasrg i
Negara Republik Indonesia Tahur_\ 2004 Nomor' ;

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem rertlené:a::;g
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indo

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

-undang Nomor 32 Tahun 2004 tgntang Pemerintahan
g;gi‘:r? (Lembgran Negara Republik Indopesm Tahqn 2004 N;)gg;
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopesaa Nomor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undar:g-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedu.a ahas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta a_r;
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
l : gg) Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenta'angI 2;:;11?;
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik In

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503),

i tentang Pinjaman
raturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20_05
Il?)(z\erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

i 05 tentang Dana
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tah!.m 20 ;
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

i tang Sistem
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten ' r
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

i ibah
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pepgelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

§
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Serj E);
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MEMUTUSKAN:

ENTANG PENJABARAN

. PERATURAN BUPATI T

Menetapkan " PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANG(;&;RBAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.  107.425.765.063,00

i 134.090,00
b. Dana Perimbangan Rp. 770.566. '
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp. 90.921.313.399,00

Jumlah Pendapatan Rp. 968.913.212.552,00

.f
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. : 537.234.029.187,00
2) Belanja Bunga Rp. ' 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 8.637.745.344,00
S5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 65.882.092.731,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 44.287.477.466,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.966.343.737,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 658.007.688.465,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 56.329.771.753,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 105.354.262.296,00
3) Belanja Modal Rp. 154.241.120.768,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 315.925.154.817,00
Jumlah Belanja

973.932.843.282,00
3. Pembiayaan

a. Penerimaan R

b. Pengeluaran P 143.417.376.473,37

Rp. 8.183.740.113,00
J ;
umlah Pembiayaan Netto Rp. 137.233.636.360,37
Surplus/(Defis;
| (Defisit) (Rp. 5.019.630.730.00)
gésoaa lebih pembiayaan anggaran tahun :
Rp. 132.2145.005.630.37
_ Pasa| 2
Ringkasan |4 -
asal 1 tt=.-rcarl:t(lJJrr::"\nci.'g:laahs'asl g Sebagaima \
am Lampiran, 1 Peraturan Bu;?:ti ?'makSUd -
ni.




Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran || Peraturan Bupati ii.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,




